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|SI

TIU dan TIK

Hierarki Peraturan Perundangan
Ketenaganukliran

Unit Pengaturan Pengawasan Instalasi dan
Bahan Nuklir (IBN)

Unit Pengaturan dalam Unsur Kegiatan
Jafungwasrad

Proses Pembentukan Peraturan

Peraturan Perundangan Ketenaganukliran
nidang IBN yang telah Terbit




Tujuan Instruksional Umum
(TIV)

Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami
pengembangan peraturan perundang-undangan
ketenaganukliran IBN dan keterkaitannya dengan jabatan
fungsional pengawas radiasi (jafungwasrad)



Tujuan Instruksional Khusus
(TIK)

Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat:

 Menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan
ketenaganukliran bidang IBN;

 menguraikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan
ketenaganukliran;

 menghitung angka kredit dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan ketenaganukliran;

 memahami kegiatan lain, baik internal maupun eksternal BAPETEN
yang dapat meningkatkan karier pejabat fungsional wasrad di unit
pengaturan; dan

* menjelaskan peraturan perundangan IBN yang meliputi PP, Perpres
dan Perka BAPETEN dan peraturan perundang-undangan lain yang .
terkait.



Hierarki Peraturan Perundangan
Ketenaganukliran

Piramida Peraturan.doc




Unit Pengaturan Pengawasan IBN (1/2)

Struktur Organisasi

Direktur Pengaturan
Pengawasan IBN
(=31,

Kasubdit Pengaturan
Instalasi Nuklir
NonReaktor (Es IlI)

Kasubdit Pengaturan Kasubdit Pengaturan
Reaktor Daya Reaktor NonDaya

(Es 1I) (=31

Perencana Perumus
Peraturan Bidang Peraturan Bidang
Reaktor NonDaya Reaktor NonDaya




Unit Pengaturan Pengawasan IBN (2/2)

Tugas Pokok Perencana

1.

Persiapan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan /
Amandemen Peraturan Perundangan-undangan

a. Studi kelayakan usulan peraturan perundang-undangan
b. Penyiapan naskah akademik/konsepsi peraturan

Tugas Pokok Perumus

1.

Penyusunan Rancangan (draf) Peraturan Perundang-undangan
Baru / Amandemen

Tindak Lanjut tanggapan terhadap Rancangan Peraturan
Perundang-undangan / Peraturan Perundang-undangan



Unit Pengaturan dalam Unsur Kegiatan
Jafungwasrad

Unsur Kegiatan Jafungwasrad.doc




Proses Pembentukan Peraturan (1/5)

A. Berdasarkan Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2006

tentang Prosedur Pembentukan, Perubahan dan
pencabutan Peraturan Kepala dan Pedoman
Pengawasan Tenaga Nuklir (generik)

Diagram alir susun perka.doc




Proses Pembentukan Peraturan (2/5)

B. Proses yang diterapkan di DP2IBN

Perencana
1. Persiapan Pembuatan Perka (studi kelayakan perka)

Membahas

unit kerja Unit usulan perka yg

pemrakarsa / pengkajian Presentasi

pemangku usulan perka > dipresentasikan
kepentingan

Menyempurnakan
naskah hasil
pembahasan

Usulan
pembentukan
Perka

Penetapan
oleh Deputi
PKN

Analisis usulan
pembentukan Perka

Daftar
usulan perka

Mengumpulkan
data, bahan &/
referensi

Menyusun

usulan perka




Proses Pembentukan Peraturan (3/5)

Perencana
1. Persiapan Pembuatan Perka (penyiapan naskah akademik)

Membahas studi Menyusun Membahas naskah
banding naskah akademik
referensi akademik

Analisis

masalah
Menyempurnakan

naskah akademik

Memeriksa &
menyempurnaka
n hasil resume

Naskah

Mensarikan/ Akademik
Inventarisasi meresumekan

masalah referensi




Proses Pembentukan

Perumus

1. Penyusunan Rancangan Perka

Membahas
rancangan Perka
dalam rangka
harmonisasi

Menyempurnakan
rancangan Perka

Membahas
rancangan Perka

Merumuskan
rancangan
Perka

Finalisasi
Rancangan
Perka

unit kerja
pemrakarsa /

pemangku
kepentingan

Peraturan (4/5)

Rancangan

Perka
(awal)




Proses Pembentukan Peraturan (5/5)

Perumus
1. Tindak Lanjut Tanggapan*) terhadap Rancangan Per ka

Rancangan

Menyempurnakan

Rancangan Perka Perka

(akhir)

Membahas
rancangan Perka

Menyusun &
mengevaluasi
tanggapan

mengidentifikasi pemrakarsa / konsultasi publik

Mengumpulkan & Il L [ *) melalui ]
tanggapan PEENT

kepentingan




Peraturan Perundang-undangan bidang IBN
yang telah Terbit

Daftar peraturan IBN.doc
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